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Putusan Pengadilan Tindak Pidana Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.JKT.PST, tanggal 21 Desember 2022. 

 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Surabaya Nomor 14/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.Sby, tanggal 11 Juli 2023. 

 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 68/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg, tanggal 30 Januari 2023. 

 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Februari 2023. 

 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 68/Pid.Sus-

TPK/2022/PN.Smg, tanggal 30 Januari 2023. 

 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 4950 K/Pid.Sus/2023, tanggal 14 

September 2023. 

 

 

Peraturan Perundang-undangan: 

 

Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 


